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RINGKASAN

Supaya hukum, dalam hal ini adalah Peraturan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985
Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
khususnya penegakan hukum terhadap pasal 4 ayat ( 5 ),
pasal 10 huruf ( g ) dan pasal 11 huruf ( ¢ ) dapat
berlaku di masyarakat dalam arti bahwa hukum tersebut
ditaati oleh pemilik usaha pertambangan pasir, maka
salah satu upaya yang dilakukan adalaha melalui Pe-.
negakan Hukum itu sendiri.

Penegakan Peraturan Daerah ini masih kecil penga-
ruhnya terhadap ketaatan para pemilik usaha pertambangan
pasir ( hanya sebagian yang taat ), khususnya ketaatan
mereka terhadap syarat-syarat yang tertuang dalam Surat
Izin Pertambangan Daerah ( SIPD ). Ini berarti bahwa ada
faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketaatan mereka.

Penelitian ini menekankan pada social legal re-

search, suatu penelitian hukum yang bersifat empiris.
Populasl yang digunaken dalam penelitian ini adalah para
pemilik usaha pertambangan pasir di bawah 1 hektar di
Kodya - Semarang, yaitu di sungal Kedungsari, sungai
Kaligarang, sungal Rowosari, sungai Pingkol dan sungai
Eedungsari. Data yang diperoleh baik yang bersifat
primer maupun sekunder dianalisa secara kualitatif dan
atau kuantitatif dengan menggunakan tabel dan dan dengan
perhitungan statistik.
' Dari perhitungan statistik diperoleh bahwa pene-
gakan hukum mempengaruhi ketaatan perizinan pemilik
usaha pertambangan pasir dengan hubungan kurang bermak;
na.
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BAEB 1
PENDAHULTUAN
A. Latar Belakang

Indonesia sebagal negara yang memiliki sumber
kekayaan alam yang bermacam-macam jenisnya. Salah satu-
nya adalah bahan tambang. Seperti diketahui bahwa penge-
lolaan sumber daya alam bisa terdiri dari berbagai
bentuk sektor pengusahaan. Salah satu sektor pengusa-
haan sumber daya alam tersebut adalah saektor pertam-
bangan, khususnya prertambangan terhadap bshan galian go-
longan C. '

Sebagai landasan konstitusional dan sekaligus arah
bagi pengaturan yang berkaitan dengan sumber daya alam
tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, beriei
antara lain : “ Bumi dan air den kekayaan - alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergu-
nakan sebesar-besar kemakmuran rakyat ".

Ketentuvan pasal 33 tersebut di atas mengharapk&n
bahwa pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan
alam, termasuk sumber daya alam, yang salah satunya
adalah pertambangan, diarahkan kepada tercapainya man-
faat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk
mewujudkan apa yang diingini oleh ketentuan pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dikeluarkanlah -
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Keten—
tuan Pokok Pertambangan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
No. 11 Tahun 1967 menyebutkan :

" Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan
Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam
pasal 3 ayvat (1) huruf ¢ dilakukan oleh Pemerintsh
Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bshan galian
itu.” :

-

Atas dasai ~-hentuan pasal tersebut di atas, maka
Pemerintsh Daerah Tingkat I diberi kewenangan untyk



menguasal dan membuat aturan mengenal usaha pertambangan
bahan galian golongan C di daerahnya masing-masing, di
mana bahan galian tersebut berada.

Dalam rangka memberikan dasar bagi wusaha-usaha
penggalian kekayaan bahan galian sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 11 tshun 1967, dibuat aturan
untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan undang-
undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 1969 tentang Pelakssnaan Undang-Undang No. 11
Tahun 1967.

Dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.32
Tahun..1968, menyebutkan :

"

Kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Pe-
merintah Daerah Tingkat 1 untuk melaksanakan usaha
pertambangan termsaksud pada ayat (1) pasal ini,
disebut Surat Izin Pertambangan Dserah."”

Berdasarkan pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1969, bahwa kuasa pertambangan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. disebut
sebagal Surat Izin Pertambangan Daerah. ‘

Dalam pasal 1 huruf (d) Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.7 Tahun 1885 Tentang
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan c menyebutka? :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah
usaha pertambangan yang terdiri dari atas usaha

ekesploitasi, ekeplorasi, pengolahan/pemurnian,
pengangkutan dan pendualan bahan galian golongan
C L]

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C
untuk harus memiliki Surat 1Izin Pertambangan Daerah
(SIPD), sebagaimana dlatur dalam pasal 3 ayat 1 Peratu-
ran Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985, yang
berbunyl :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya
dapat dilakukan dengan SIPD".




Gubernur dapat menunjuk Walikotamadya untuk mem-
berikan 1izin pertambangan daersh. Hal inil diatur dalam
pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985, berisi :

"Déngan_ memperhatikan kepentingan pembangunan

Daerah, Gubernur Kepala Daersh dapat menunjuk

Bupati/Walikotamadyva Kepala Daerah memberikan SIPD
untuk dan atas nama Gubernur XKepala Daerah”.

Untuk wusaha pertambangan bahan galian golongan C
non industri dengan luas wilayah penambangan di bawah 1
hektar, sebagai akibat dikeluarkannys Surat Izin Pertam-
bangan Daerah ( SIPD ) oleh Walikotamadya. Walikotamadya
diberi tugas untuk melakukan pengawasan operasional
terhadap usahd pertambangan bahan galian golongan C yang
termasuk kewenangannya. Hal inl berdasarkan pada Keputu-
san Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
545/99/1990. Untuk melaksanakan hal tersebut Walikotama-
dya Deerah Tingkat II Semerang mengeluarkan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor
545.05/674 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pertamban-
gan Bahan Galian Golongan C Di Kotamadya Daerah Tingkat
II Semarang. _
Kegiatan usaha pertambangan pasir yang lokasinya

di sungai-sungai yang relatif Jauh, para pemilik usaha
pertambangan pasir yang bertanggung Jawab . terhadap
segala kegiatan penambangan pasir mulaj dari  perizinan
sampali pelaksanaan -kewaJiban—kewaJibén yang terdapat
dalam surat izin pertambangan daerah ( SIPD ). Pemilik
usaha pertambangah pasir harus memiliki izin pertam-
bangan daerah, yang masa berlakunya 1 tahun, dan harus
memiliki izin lagi bila masa berlskunya habis. Pasir
yang merupakan kekaysan alam perlu diarshkan dalam
penambangannya supaya tidak lekas habis dan terpenuhinya
gyarat-syarat penambangan. Melalui pengawasan'dari tim
pertambangan bshan galian golongan C Kodya Dati 1II
Semarang supaya aturan yang terdapat di dalam Peraturan



Daérah No. 7 Tahun 1985 ditaati oleh pemilik usaha
pertambangan pasir. Yang salah éatunya adalah ketaatan
memenuhi persyaratan vang tercantum dalem SIPD (pasal 10
huruf g Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 7 tahun
1985).

Dikeluarkannya SIPD tersebut akan menimbulkan
suatu kewajiban yang harus ditasti oleh pemegang SIPD,
balk ketentuan teknis penambangan maupun kewaJ iban
leinnys yang tercantum dalam SIPD.

B. Perumusan Masalah

_ Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis
kemukakan permasalshan sebagai berikut :

Apakah penegakan Hukum Peraturah Daerah Propin-
81 Dati I Jateng No. 7 Tahun 1985 mempengaruhi ketaatan
perizinan pemilik usaha pertambangan pasir di FKodya
Semarang 7. |






